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Quick Review 

Omnibus Law menjadi isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Fakta itu 

membuktikan bahwa perkembangan hukum yang ada saat ini sudah menuntut lebih dalam untuk 

diperhatikan bersama. Perdebatan yang sedang hangat saat ini seolah-olah menuntut kita untuk ikut 

menilai apa politik hukum pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Perdebatan yang berfokus 

kepada bagian formil maupun materiil terus menerus bergulir di antara ahli hukum dan tokoh-tokoh 

akademisi yang ada. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker) menjadi 

yang pertama kali dibahas dan lansung menuai perdebatan yang menciptakan pro dan kontra di 

berbagai lapisan di Indonesia. 

Pengkajian secara formil maupun materiil mengenai RUU a quo sangat diperlukan guna 

mengkritisi hal-hal yang mungkin merugikan masyarakat secara umum di dalam RUU a quo. Dalam 

edisi kajian kali ini, Dewan Mahasiswa Justicia berfokus untuk mengkaji secara formil RUU a quo 

dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundangan-Undangan 

(UU P3) dan beberapa doktrin terkait.  

 

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu petunjuk yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku sehingga menjadi suatu lampu terang bagi khalayak umum sesuai dengan cita-cita yang 

terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.1 Selain 

itu, maksud lain dari pembuatan kajian ini adalah untuk melakukan suatu kritik dan masukan terhadap 

pemerintah dalam membuat suatu aturan legislasi dengan tujuan tercapai manifest function of law 

sebagai instrumen pembangunan nasional. Diharapkan melalui kajian formil terkait RUU Cipker 

yang berbentuk Omnibus Law dapat membantu memberikan tambahan pemahaman publik sekaligus 

kritik terhadap proses pembentukannya. 

  

 
1 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Omnibus Law dalam Kaitannya Dengan Sistem Hukum 

Menurut Duhaime Legal Dictionary arti dari omnibus adalah semua atau untuk semua, 

Menelusuri sejarah Omnibus Law di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa Omnibus 

Bill atau Omnibus Law ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau 

Common Law System. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat 

melakukan Omnibus Bill pada tahun 1888 yang itu dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat 

terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat.2 Seperti halnya Irlandia yang pada tahun 

2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai Omnibus Law karena 

mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang.3 Kanada juga memiliki pengaturan yang bercirikan 

Omnibus Law yakni UU Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968-1969.4 Melalui penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Omnibus Law ini telah berkembang dengan baik di negara 

Common Law seperti yang telah menjadi contoh pada uraian ini. 

 

Tidak mudah akan sebuah konsep baru yang tidak dikerangkakan dalam suatu sistem hukum 

untuk didifusikan ke dalam suatu sistem hukum itu sendiri. Menarik pada benang merah bahwa 

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, 

yakni Civil Law System. Berarti juga bahwa Indonesia jelas lebih condong terhadap sistem hukum 

yang dianut oleh negara Eropa kontinental, bukan Common Law System. Hal ini sudah menjadi 

ketentuan yang dikehendaki oleh konstitusi sebagaimana mestinya bahwa sistem hukum kita adalah 

sistem hukum tertulis dan menghendaki adanya hierarki peraturan berjenjang (Stufenbau Theory).5 

Namun, yang perlu kita ilhami bersama bahwa dewasa ini semakin terdapat konvergensi antara dua 

sistem hukum terbesar tersebut, termasuk salah satunya dalam metode pembuatan peraturan 

perundang-undangan.6 Ditambah lagi bahkan di Belanda juga telah membuat undang-undang dengan 

metode omnibus sejak tahun 2006.7 

 
2 Berita Hukum Online, Januari 25, 2020, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law”, https://www.hukumonline. 

com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/, diakses pada tanggal Februari 15, 2020. 

3 Ibid. 

4 Tribun Jateng, “Penjelasan Omnibus Law dan Negara-Negara yang Sudah Menerapkan”, 

https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/penjelasan-omnibus-law-dan-negara-negara-yang-sudah-menerapkan, 

Diakses tanggal Februari 15, 2020. Pukul. 17.41. 

5 Stufenbau theory adalah teori sistem hukum berjenjang yang ketentuan peraturan dibawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan yang ada di atasnya. 

6 Jimly Asshiddiqie, 2019, UU Omnibus(Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif, 

https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-

administratif. Diakses pada 14 Februari 2020 

7 Zainal Arifin Mochtar dalam paparan materi “Omnibus Law : Solusi atau Involusi” Seminar Nasional Dies Natalis FH 

UGM ke 74 

https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/penjelasan-omnibus-law-dan-negara-negara-yang-sudah-menerapkan
https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif
https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif
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Perbedaan yang mendasar di antara civil law dan common law yang menjadi pertimbangan 

diberlakukannya Omnibus Law adalah sebagai berikut: 

 

Pertama, negara yang menganut Civil Law System lebih mengutamakan adanya kodifikasi 

hukum agar ketentuan hukum tersebut dapat berlaku secara efektif sebagaimana yang diharapkan dari 

politik hukum yang ingin diwujudkan. Berbeda halnya dengan Common Law System yang 

menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama sehingga tidak menempatkan 

kodifikasi hukum sebagai prioritas dalam konsiderans putusan yang akan dikeluarkan terhadap suatu 

perkara (judge made law) 8 sehingga jelas bahwa sebuah kodifikasi hukum atau sebuah hukum tertulis 

adalah sesuatu yang sangat vital kedudukannya di negara penganut Civil Law System karena apa yang 

tertulis menjadi penentu arah hakim dalam menentukan putusannya, dalam kata lain hakim sangat 

terikat dengan kodifikasi hukum yang ada, hukum yang tertulis, serta hukum yang diundangkan 

secara resmi oleh negara. Berbeda halnya dengan Common Law System yang sebagaimana sumber 

hukum yang utama adalah putusan hakim terdahulu bukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

sebuah kodifikasi hukum di negara tersebut.  

 

Selain itu menurut Common Law, menempatkan kodifikasi hukum atau undang-undang 

sebagai acuan yang utama dianggap sebagai hal yang berbahaya karena aturan undang-undang 

merupakan hasil karya teoretisi yang dikhawatirkan berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron 

dengan kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan interpretasi pengadilan.9 Maka, penekanannya 

di sini adalah bahwa mudah bagi negara Common Law System menciptakan Omnibus Law dan sangat 

sulit bagi negara Civil Law System menciptakan Omnibus Law di negaranya. Perihal itu bahkan dapat 

menjadi permasalahan dan memicu gejolak ketidakpastian hukum seperti yang dikatakan oleh Prof. 

Maria.10  

 

Menarik permasalahan yang ada saat ini adalah bahwa terdapat indikasi pemerintah Indonesia 

ingin menghadirkan konsep yang biasanya dibawakan oleh negara Common Law. Jika hal itu 

merupakan rencana strategis pemerintah untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mampu 

 
8 Judge Made Law adalah bahwa hakim memiliki peranan dalam membentuk norma hukum yang baru dan sifatnya 

mengikat pada kasus konkret 

9 Nurul Qamar, 2010, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System, Pustaka 

Refleksi, Jakarta hlm. 48 

10 Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”, https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-

sapu-jagat/, diakses pada tanggal Februari 13, 2020, Pukul. 14.53. 

https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/
https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/
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merangkul lebih dari satu substansi undang-undang yang berbeda merupakan permasalahan yang 

tidak mudah dan tentunya jika pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat akan 

rawan memasukkan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat karena saking 

banyaknya pasal dan berpotensi menghadirkan tukar guling maupun ‘pasal titipan’.  

 

Kedua, hakim di negara Civil Law System tidak terikat dengan preseden yang artinya amar 

putusan hakim tidak dibatasi oleh putusan hakim terdahulu yang telah menangani duduk perkara yang 

sama. Hakim Civil Law memang tidak terikat dengan preseden/stare decicis, namun terikat pada 

peraturan perundang-undangan tertulis yang diberlakukan di negara tersebut sehingga ketika hakim 

menangani suatu perkara haruslah selalu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, setelah itu barulah hakim mencari hukumnya yang tidak ditemukan dalam 

undang-undang dan dapat menggunakan yurisprudensi. Perlu ditegaskan lagi bahwa di negara Civil 

Law, hakim tidak terikat pada yurisprudensi dan sifatnya hanya membantu hakim dalam menentukan 

putusannya. Ini pula yang menjadi pembeda dalam Omnibus Law di negara-negara Common Law 

yang dirumuskan hanyalah hal-hal teknis semata karena nantinya proses penciptaan hukum berada di 

tangan hakim.  

 

Perbedaan Omnibus, UU Payung, dan Kodifikasi Hukum 

Dalam Black’s Law Dictionary Eleventh Edition, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai 

penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-

undang, ke dalam satu undang-undang payung.11 Omnibus merupakan sebuah kata dalam bahasa latin 

yang berarti “untuk semuanya”. Frasa ini memiliki makna multidimensional, in casu, membukukan 

hukum, Secara logika, omnibus adalah suatu draf peraturan hukum yang mampu membawahi 

beberapa substansi dalam kerangka landasan sektoral yang berbeda.  

 

UU Payung sering diartikan sebagai “induk” dari UU lainnya yang menjadi “anak” dari UU 

payung tersebut.12 Contohnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku 

sebagai “induk” dari undang-undang sumber daya alam lainnya. Dalam konteks ini undang-undang 

di bidang sumber daya alam harus mengacu kepada UUPA. Namun, walaupun UU Payung 

dikatakan sebagai suatu induk dari UU lainnya, jika kita melihat ke dalam UU P3 pada Pasal 7 yang 

 
11 Henry Campbell, 2019. Black’s Law Dictionary 11th Edition, Thomson Reuters, New York. 

12 Maria Farida, Op.cit. 
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berkaitan degan ketentuan hierarki aturan peraturan perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal 

UU yang lebih tinggi daripada UU lainnya. 13 Oleh karena itu, UU Payung memiliki kedudukan yang 

setara dengan UU lainnya. 

 

Kemudian UU kodifikasi merupakan pembukuan hukum suatu himpunan ketentuan dalam 

materi yang sama dan bertujuan agar didapat suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts-

zakerheid (kepastian hukum).14 Menurut Maria Farida Indrati kodifikasi hukum lebih kepada arah 

menghimpun satu bidang hukum yang luas.15 Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, kodifikasi 

hukum bertujuan untuk membuat kumpulan peraturan-peraturan menjadi sederhana, mudah dikuasai, 

tersusun secara logis, serasi, dan pasti.16 Contoh dari kodifikasi hukum adalah seperti KUHP, 

KUHPer, dan KUHD yang telah umum dikenal di dunia hukum Indonesia. Jika kita tarik 

perbedaannya, Omnibus Law memiliki sifat dapat menguasai semua permasalahan yang 

dilingkupinya atau tidak hanya terbatas dalam satu bidang hukum. 

 

Lalu yang membedakan Omnibus Law dengan UU payung, maupun kodifikasi, terletak pada 

esensinya. Omnibus Law ini memiliki esensi sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang yang 

telah dianggap tumpang tindih dan tidak harmonnis. Selain itu, Omnibus Law sekaligus bertujuan 

mencabut, menambah, dan mengubah beberapa UU sekaligus dan menjadikannya sebagai satu 

dokumen sehingga semakin jelas bahwa Omnibus Law nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai 

solusi penyederhanaan regulasi.17  

 

Kilas Omnibus Law Versi Jokowi 

Dalam pidato yang disampaikan setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia 

masa jabatan 2019-2024 pada Sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo 

 
13 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

14 R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 77 

15 Maria Farida, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”, https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-

jagat/, diakses pada tanggal 16 Februari 2020 

16 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 92 

17 Ismail, “Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih Regulasi”, Bali Express, Januari 15, 

2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-

tumpang-tindih-regulasi>, Diakses tanggal Februari 15,  

https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/
https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/
https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi
https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi
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menyinggung mengenai rencana penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan 

permasalahan regulasi terkait invetasi di Indonesia yang berbelit dan saling tumpang tindih.18  

Omnibus Law versi Jokowi kali ini akan berbentuk undang-undang yang di dalamnya 

mengatur berbagai macam hal dan kemudian digabungkan dengan tujuan untuk menghapuskan 

ketentuan yang telah ada sebelumnya. Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa di dalam Omnibus Law diatur berbagai macam substansi yang berbeda dan 

pembentukan Omnibus Law bertujuan untuk simplifikasi berbagai regulasi yang ada. Bila dilihat 

secara kasat mata, tentu Omnibus Law ini memudahkan pemerintah untuk menciptakan suatu 

peraturan yang dapat mencakup berbagai bidang kehidupan di dalam satu buah produk hukum. 

 

Gagasan Omnibus Law tersebut langsung mendapatkan polemik di tengah masyarakat karena 

di dalam penyusunan RUU Cipker, landasan sosiologis terkesan dibuat-buat dan tidak 

menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam 

pembentukan RUU Cipker ini kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yaitu paradigma 

demi orang banyak atau demi kepentingan negara.19 Paradigma demi orang banyak lebih 

mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sedangkan paradigma pemerintah dalam 

pembentukan RUU Cipker ini lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa RUU Cipker merupakan 

salah satu sarana menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi yang bertujuan memberikan 

kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada 

meningkatnya investasi. 

 

Apabila dilihat dari sudut pandang konsep pragmatisme, seharusnya sebuah produk hukum 

bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial sehingga dalam 

penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai landasan sosiologis 

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.  

 
18 Akbar Bhayu Tamtomo, “Infografik: Mengenal Istilah Omnibus 

Law”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/ 180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law, diakses 

pada tanggal 16 Februari 2020 

19 Zainal Arifin Mochtar, 2020, Omnibus Law: Solusi atau Involusi?, Seminar Nasional Dies Natalies FH UGM 

“Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia” 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/%20180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law
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Rencana penerapan Omnibus Law untuk menaikkan jumlah investor seperti saat ini bukanlah 

yang pertama kalinya, sekitar 25 tahun yang lalu Presiden Soeharto pernah menerbitkan PP No. 

20/1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman 

Modal Asing sebagai bentuk peraturan pelaksana berbagai UU antara lain UU Tenaga Atom, UU 

Pers, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, 

UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran. Namun, PP No. 

20/1994 dinilai bertentangan dengan berbagai UU tersebut karena telah mengubah materi muatan 

yang tertutup untuk modal asing dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.20  

 

Ketidaksesuaian antara pemerintah dan masyarakat ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah 

berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum 

masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut 

sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur 

dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah 

seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang 

menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk 

membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan bagi masyarakatnya. 

 

Permasalahan formil lainnya terkait penyusunan RUU Cipker ini ialah terkait mekanisme 

pembahasan RUU. Apabila di dalam RUU Cipker ini diatur berbagai macam hal yang berbeda, lantas 

di komisi manakah pembahasan tersebut akan dilakukan? Apakah pembahasannya akan dilakukan di 

satu komisi saja atau justru lintas komisi? Pada dasarnya, terdapat alternatif pembahasan per paket. 

Pembahasan RUU Cipker dengan sistem per paket, bila dipandang secara teknis akan lebih 

sederhana.21 Akan tetapi, pembahasan per paket justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru 

karena hal-hal kecil dapat terlewatkan. Pembahasan model per paket tentunya akan mengkaburkan 

hal-hal detail yang sebetulnya tidak sesuai karena perlu diingat pula adagium “setan ada di detail”. 

Omnibus Law sebagai UU Perubahan atau UU Baru ? 

 
20 Maria Farida, op.cit.. 

21 Zainal Arifin Mochtar, op.cit. 
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Konsep Omnibus Law yang dituangkan dalam RUU Cipker menjadi suatu buah bibir bagi 

khalayak umum terkait keabsahan yuridisnya. In casu, publik mempertanyakan apakah RUU a quo 

sah atau tidak dan bagaimana kedudukannya dalam aturan aturan perundang-undangan.22 Untuk 

menguji apakah suatu UU sah secara formil, kita perlu mengkaji Undang-Undang tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). UU P3 menjadi acuan dasar pemerintah 

dalam membentuk aturan perundang-undangan dan menjadi suatu standarisasi sah tidaknya suatu 

undang-undang disusun. Ketika ada suatu RUU yang sedang disusun dan bertentangan UU P3, maka 

RUU yang sedang disusun statusnya akan batal demi hukum dengan alasan bertentangan. Lain halnya 

ketika suatu RUU disusun tidak berdasarkan UU P3, tetapi materi muatannya tidak diatur dalam UU 

P3 statusnya tidak batal karena tidak memenuhi larangan bertentangan. Terdapat dua alasan mengapa 

RUU Cipker dikatakan sah secara normatif dan terdapat beberapa alasan mengenai RUU Cipker tidak 

sah sebagai hukum. 

Pertama, RUU Cipker memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan mengacu pada UU P3.23 RUU  a quo dinilai sah dikarenakan memiliki kedudukan 

sebagai UU sebagaimana mengacu pada ketentuan pada pasal 7 UU P3 yang berbunyi sebagai berikut, 

Pasal 7 

 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Pada ayat di atas, RUU Cipker terletak dalam hierarki UU P3 sebagai undang -undang yang 

memiliki kedudukan sah dan diakui sehingga RUU a quo  mempunyai kekuatan mengikat dan sah 

 
22 Dian Kurniati, “Jika Omnibus Law Perpajakan Sah, Tiga Objek Ini Bakal Kena Cukai”, https://news.ddtc.co.id/jika-

omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-bakal-kena-cukai-18887, Diakses tanggal 15 Februari 2020 

23 Arasy Pradana, “Mengenal Omnibus Law dan Mafaatnya Dalam Hukum Indonesia”,  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-

hukum-indonesia/ diakses pada tanggal 15 Februari 2020 

https://news.ddtc.co.id/jika-omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-bakal-kena-cukai-18887
https://news.ddtc.co.id/jika-omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-bakal-kena-cukai-18887
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/
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secara formil. Kedua, omnibus sebagai suatu konsep pembentuk RUU Cipker tidak dilarang dalam 

UU P3.24 Walaupun tidak diatur dalam UU a quo, secara implisit konsep omnibus merupakan suatu 

terobosan baru yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga mungkin saja jika konsep omnibus 

diaplikasikan dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Sejauh ini, RUU Cipker tidak memiliki 

masalah secara formil akan keabsahannya sebagai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah 

dengan konsep yang cukup berbeda dengan undang-undang lain pada umumnya. 

 

Namun, jika kita melihat materi pokok dalam lampiran RUU Cipker, perlu diberi suatu 

perhatian khusus terkait jenis peraturan perundang–undangan RUU a quo. Hal ini ditandai dengan 

terdapatnya ketidakjelasan jenis peraturan-perundangan RUU a quo. Padahal diktum yang 

terdapat di lampiran RUU a quo menetapkan bahwa jenis peraturan RUU Cipker adalah undang-

undang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 UU P3, namun materi pokok yang diatur dalam 

RUU ini adalah materi pokok RUU perubahan. Adapun materi RUU Perubahan hanya berisi 

perubahan yang terdiri atas pencabutan, penggantian, atau penambahan materi pokok dari undang-

undang sebelumnya. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah teknik penyusunan perundangan-

undangan antara undang-undang baru dan undang-undang perubahan berbeda. RUU Cipker dapat 

dikatakan sebagai RUU perubahan dengan mengacu pada bukti yang terdapat pada pasal 17 dan pasal 

18 RUU Cipker yang berbunyi sebagai berikut:25 

 

Pasal 17 

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan 

kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa 

ketentuan yang diatur dalam ... 

 

 

 

Pasal 18 

 
24 Ibid 

25 Lihat Pasal 17 dan 18 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
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 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) diubah: ... 

 

Terdapat satu hal yang menjadi kesimpulan dari RUU Cipker. RUU a quo memiliki status 

tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang 

perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika RUU a quo diakui sebagai undang-undang baru 

dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok RUU perubahan, maka undang-

undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU 

P3 di mana materi pokok RUU a quo adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan 

teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Permasalahan lain juga 

timbul apabila RUU Cipker merupakan RUU perubahan dikarenakan materi pokok yang diatur 

bertentangan dengan lampiran UU P3 di mana materi peraturan RUU a quo sistematika peraturan 

perundang-undangannya berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% 

(lima puluh persen), dan merubah esensi undang-undang yang diubahnya dengan semangat yang 

baru, yakni semangat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekosistem investasi, dan 

mempercepat proyek strategi nasional.26 Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut berbunyi 

sebagai berikut:27 

 

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:  

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;  

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau  

c. esensinya berubah, 

 

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali 

dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. 

 

  

 
26 Ibid. 

27 Loc. Cit UU No. 12 Tahun 2011 
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Terdapat dua alternatif penyelesaian masalah dalam persoalan ini. Pertama, Zainal Arifin 

berpendapat bahwa untuk mengesahkan RUU Cipker pada status quo perlu diadakannya perubahan 

terhadap UU P3 untuk mengatur ketentuan RUU a quo lebih lanjut.28 Perlu diingat bahwa ketentuan 

yang terdapat di dalam UU P3 menentukan sah tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Selain 

itu, hal ini ditunjang oleh fakta bahwa terdapat kontradiksi pengaturan yang ada antara RUU Cipker 

dan UU P3 sehingga salah satu aturan harus mengalah dan berubah menyesuaikan satu sama lain. 

Dengan diadakannya perubahan akan berimplikasi kepada pengaturan lebih lanjut terhadap aturan 

perundang-undangan dan dapat diakomodasinya RUU a quo dalam aturan perundang-undangan yang 

tidak bertentangan dengan UU P3. Namun, perubahan pada UU P3 harus mempertimbangkan 

urgensinya dikarenakan UU P3 telah direvisi satu tahun lalu dan keluarnya UU No. 15 Tahun 2019 

sebagai UU Perubahan Kedua atas UU P3. Kedua, mengikuti perintah fakultatif angka 237 lampiran 

II UU P3, RUU Cipker sebagai undang-undang yang bertentangan dapat dicabut dan  direvisi secara 

formil mencakup materi muatan yang bertentangan dengan UU P3, sehingga pada akhirnya materi 

muatan RUU a quo bersesuaian dengan materi muatan yang diatur dalam UU P3.  

 

Sulitnya Perumusan Ketentuan Umum? 

Ketentuan umum adalah salah satu bagian yang terdapat dalam setiap UU yang mencakup 

persoalan pengertian istilah dan frasa dari materi muatan yang diatur oleh UU dan terdapat pada pasal 

1.29 Ketentuan umum juga memuat setiap pengertian atau definisi yang bersifat umum berlaku bagi 

pasal berikutnya yang mencerminkan antara ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan.30 Ketentuan umum ini menurut ahli menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam 

wacana pemerintah menerbitkan Omnibus Law. Maria Farida berpendapat bahwa dengan dibuatnya 

konsep ini akan membuat sulitnya perumusan ketentuan umum dalam penyusunan perundang-

undangan.31 Hal ini juga ditunjang dengan argumen bahwa omnibus bersifat sebagai lex general, 

yakni sebagai UU yang bersifat umum, bukan lex specialis (khusus). Sebagai lex general, omnibus 

bersifat umum dan mengatur berbagai materi muatan yang berkaitan dengan UU lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Korelasi mengenai ketentuan umum dan sifat lex general omnibus 

 
28 Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia. Dies Natalis Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada 2020. Kamis, 13 Februari 2020 

29 Ibid. 

30 Maria Farida, 2006, Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Penerbit PT Kanisius, Jakarta.  Hlm. 122. 

31 Loc.cit. Seminar Nasional. 
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berimplikasi pada kemungkinan timbulnya ketidakserasian ketentuan umum yang disebabkan oleh 

generalisasi beberapa ketentuan umum menjadi satu. 

 

Namun, jika kita melihat bagaimana ketentuan umum diatur dalam Omnibus Law, tidak 

terdapat permasalahan yang timbul atas potensi ini. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan umum RUU 

Cipker diatur secara terpisah antar satu UU dengan UU lainnya. Perlu diingat bahwa materi muatan 

yang terkandung dalam RUU a quo adalah materi muatan undang-undang perubahan. Hal ini 

dibuktikan dengan ketentuan umum undang-undang yang diubah oleh RUU Cipker dipisah satu sama 

lain.32 Misalnya, dapat dibuktikan jika kita mengkaji ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan UU No. 27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil.  

 

Ketentuan umum dalam kedua UU a quo terpisah satu sama lain sehingga potensi akan 

timbulnya ketidakserasian yang diakibatkan oleh generalisasi beberapa ketentuan umum tidak terjadi. 

Adapun contoh bukti di atas mengenai terpisahnya ketentuan umum dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Perubahan ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2007 dalam Lampiran RUU Cipker 

 

Pasal 18 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) diubah:  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 dihapus, dan angka 32 

diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

 
32 Loc. Cit. Pasal 18 dan 19 RUU Cilaka 
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2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Perubahan ketentuan umum UU No. 27 Tahun 2007 dalam Lampiran RUU Cipker 

 

Pasal 19 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) diubah:  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 17 diubah, serta angka 18 dan angka 18A dihapus 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan 

pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, 

antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 

oleh perubahan di darat dan laut. 

 

Berdasarkan bukti di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan umum secara formil 

dalam RUU Cipker tidak memiliki masalah dikarenakan struktur undang-undang yang digunakan 

adalah menggunakan struktur undang-undang perubahan, bukan menggunakan undang-undang baru. 

Perumusan Adresat dan Rincian Kumulatif - Alternatif 
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Persoalan lain yang timbul terkait dari wacana pemerintah dalam membentuk RUU Cipker 

adalah mengenai adresat. Adresat adalah pihak yang dituju untuk melaksanakan suatu ketentuan 

undang-undang. Rincian kumulatif – alternatif berkaitan dengan penggunaan kata; “dan”, “atau”, dan 

“dan/atau” dalam undang-undang. Maria Farida berpendapat dalam RUU a quo, terdapat kesulitan 

dalam merumuskan adresat dan rincian kumulatif – alternatif secara tepat.33 Alasannya sama seperti 

sulitnya perumusan ketentuan umum pada bagian sebelumnya, in casu, potensi ketidakserasian. 

Namun, jawabannya sama seperti masalah sebelumnya terkait sulitnya perumusan ketentuan umum, 

yakni tidak terdapat permasalahan akan hal ini dikarenakan materi pokok yang diatur dalam RUU 

Cipker merupakan materi pokok undang-undang perubahan yang sifatnya terpisah satu sama lain, 

bukan undang-undang baru. 

 

Penghinaan Trias Politica di dalam Pasal 170 

Dalam bab XIII (tiga belas) RUU Cipker terdapat satu pasal yang cukup bermasalah. Jika kita 

melihat media, pasal ini cukup memiliki kontroversi. Pasal tersebut yang dimaksud tidak lain adalah 

pasal 170 RUU a quo yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 170 

 

(1)  Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang 

mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam 

Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.  

(2)  Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik 

Indonesia. 

 

  

  

 
33 Loc. Cit Seminar Dies Natalis Fakultas Hukum UGM 2020 
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Terdapat tiga hal yang dapat dikaji di sini. Pertama, jika kita perhatikan pada ayat pertama, 

kewenangan pemerintah pusat dalam mengubah ketentuan undang-undang sangatlah luas. 

Pemerintah pusat yang dimaksud ini dengan mengacu pada ketentuan umum RUU Cipker adalah 

Presiden Republik Indonesia.34 Presiden memiliki kewenangan dalam menentukan ketentuan undang-

undang yang diatur dan yang tidak diatur dalam RUU a quo. Hal ini tentunya menyalahi prinsip trias 

politica pembagian kekuasaan di mana kekuatan eksekutif sangat kuat dalam melakukan intervensi 

tugas pokok yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. 

 

Kedua, peraturan pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang 

karena peraturan pemerintah dalam kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan, in casu, pasal 

7 UU P3 lebih rendah daripada kedudukan undang-undang.35 Hierarki pada pasal 7 UU a quo adalah 

pengejewantahan dari stufenbau theory yang dicetuskan Hans Kelsen di mana aturan perundang-

undangan pada dasarnya bersifat berhierarkis.36 Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa terdapat 

aturan yang kedudukannya lebih tinggi dan terdapat pula aturan yang kedudukannya lebih rendah dari 

aturan lain.37 Teori ini dikenal menjadi suatu asas hukum yang berbunyi lex superior derogat legi 

inferior. Asas ini berimplikasi hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum 

yang lebih tinggi.38 Kesalahan ini adalah sangat fatal dan menyalahi aturan perundang-undangan yang 

ada. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan pemerintah adalah salah satu peraturan pelaksana yang 

berfungsi sebagai peraturan yang mengatur hal-hal teknis dan merupakan suatu pendelegasian 

pengaturan materi muatan UU. Lucu rasanya pemerintah melakukan suatu kesalahan yang sangat 

dasar dalam menempatkan peraturan pelaksana dapat mengubah undang-undang yang derajatnya 

lebih tinggi. 

 

Ketiga, jika kita memperhatikan dalam pasal 170 pada ayat ketiga, pemerintah pusat selaku 

Presiden Republik Indonesia memiliki pilihan alternatif untuk berkonsultasi dengan pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia dalam mengubah ketentuan undang-undang. Presiden sebagai pihak 

eksekutif sudah diatur memiliki kewenangan yang sangat luas seperti yang dijelaskan pada argumen 

pertama. Dengan adanya pilihan fakultatif yang bersifat perkenaan untuk presiden akan berimplikasi 

 
34 Lihat Ketentuan Umum RUU Cipker 

35 Loc. Cit UU No. 12 Tahun 2011  

36 Hans Kelsen. Pengantar Teori Hukum, Terjemahan Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung. hlm 105. 

37 Ibid. 

38 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 



 

18 

 

pada dampak tidak disertakannya DPR sebagai lembaga legislatif dalam perubahan ketentuan 

undang-undang sehingga kekuasaan akan condong di bidang eksekutif. 

 

Pemberlakuan Kembali  Pasal yang Telah Dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi  

pada Perubahan Pasal 251 UU Pemda 

 Terdapat pasal lain yang cukup bermasalah dalam RUU Cipker, in casu adalah perubahan 

tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).39 Dalam RUU a quo, terdapat rumusan 

pasal yang menghidupkan kembali antara lain: Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 251 ayat (7); 

serta Pasal 251 ayat (5)  UU Pemda yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

(Putusan MK) Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang kewenangan Menteri dalam membatalkan Perda 

tingkat Provinsi. Terkait hal ini, amar putusan a quo menyatakan bahwa pasal-pasal di atas 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.40 Mengacu pada vide yang menjadi 

pertimbangan yuridis, in casu Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 

menimbang bahwa pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) yang memberikan kewenangan executive review41 

pada dasarnya adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan menyimpangi logika dan 

bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, in casu UUD NRI 

1945 dan menegasikan fungsi dan peran Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang 

dalam melakukan pengujian materi dan formil (judicial revew) terhadap peraturan perundang-

undangan. 

  

Namun, dalam putusan  a quo, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara 

hakim konstitusi.42 Proporsi hakim yang menolak permohonan pasal a quo adalah 4 (empat) 

dibanding 5 (lima) hakim konstitusi. Hal ini perlu digarisbawahi di mana terdapat perbedaan pendapat 

yang sangat ketat hingga menyebabkan Ketua Hakim MK, sebagai suatu suara terakhir menentukan 

putusan MK dengan argumentasi bahwa dalam negara kesatuan presiden memiliki kekuasaan 

tertinggi untuk mengatur hal-hal yang terdapat di daerah dan menempatkan perda sebagai peraturan 

regulatif di mana bentuk pembatalan dari pusat merupakan koreksi terhadap perda yang disinyalir 

 
39 Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) 

40 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 

41 Executive Review adalah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatalkan peraturan legisatif 

42 Loc. Cit. Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 
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bermasalah. Terlepas dari itu, hal ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal dalam teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU P3 karena 

menurut ketentuan pasal 10 UU a quo salah satu materi muatan UU adalah tindak lanjut putusan MK. 

Lebih lanjut menurut Hakim Konstitusi, Aswanto, Ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan 

pembangkangan terhadap konstitusi.43 Dapat disimpulkan implikasi dampaknya jika pasal ini 

diberlakukan adalah tidak lain dari; Pertama, menegasikan fungsi MA sebagai lembaga yang 

berwenang dalam melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

undang-undang di atasnya. Kedua, memberlakukan kembali undang-undang yang sudah dicabut. 

Solusi alternatif atas permasalahan ini adalah pemerintah seharusnya mencabut pasal ini dengan 

memperhatikan implikasi dampaknya secara holistik dan komprehensif. 

 

Kemustahilan Waktu Penyesuaian Peraturan Pelaksana  

pada Pasal 173 RUU Cipker 

Dalam Ketentuan Penutup RUU Cilaka Pasal 173 pada huruf b, terdapat suatu ketentuan yang 

cukup menjadi perhatian yang berbunyi,  

 

“Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah mengalami perubahan 

berdasarkan Undang-Undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan; dan” 

 

Mustahil rasanya peraturan pelaksana yang jumlahnya belasan hingga puluhan di setiap 

undang-undang dituntut untuk menyesuaikan dalam waktu satu bulan. Asumsinya adalah ratusan 

hingga ribuan pelaksana yang diatur dalam dan/atau dengan undang-undang harus segera 

menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Pemerintah tidak melihat suatu fakta bahwa dalam UU 

Perlindungan dan Perlindungan dan Lingkungan Hidup (UU PPLH) saja masih belum mengeluarkan 

14 peraturan pelaksana dari mandat UU a quo.44 Hal ini perlu dibenahi oleh pemerintah dengan 

mengatur ketentuan penutup yang lebih realistis. 

 

 

 
43 Disampaikan dalam Seminar Gebyar Konstiusi 2019 Universitas Hassanuddin Makassar  

44 Walhi Kalteng. “MA Tolak Kasasi Presiden: Kemenangan Rakyat atas Gugatan CLS Karhutla 2015.” 

http://walhikalteng.org/2019/07/23/ma-tolak-kasasi-presiden-kemenangan-rakyat-atas-gugatan-cls-karhutla-2015 

diakses 14 Januari 2020 
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Omnibus Law dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Membicarakan difusi Omnibus Law di Indonesia berkaitan erat dengan UU P3, karena UU a 

quo sebagai pelaksana UUD NRI 1945 terkait dengan pembentukan perundang-undangan di 

Indonesia. Setelah mengenal UU yang memberikan pengaturan terkait pembentukan undang-undang 

akan mengarah pada pertanyaan Omnibus Law sebagai urgensi hukum di Indonesia -- apakah sudah 

tepat karena UU a quo tidak mengatur mengenai Omnibus Law yang dimaksudkan di atas. Direktur 

LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan “Omnibus Law ini tidak punya landasan hukum,...”.45 

Perkataan beliau memiliki implikasi bahwa belum adanya landasan bagi Omnibus Law di Indonesia. 

Selain itu, timbul pertanyaan yang lebih menjurus lagi terkait dengan solusi keteraturan hukum di 

Indonesia jika Omnibus Law tetap ingin diterapkan ada, akankah mengubah ketentuan yang ada pada 

UU a quo demi sebuah Undang-Undang Omnibus atau menciptakan mekanisme legalitas terhadap 

Omnibus Law yang baru tanpa menyentuh UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mohammad Mahfud MD 

mengatakan tahap awal merealisasikan Omnibus Law harus diawali dengan merevisi UU P3.46  

Jika kita melihat hubungannya dengan UU P3 memang tidak ada karena memang di dalam 

tubuh UU P3 tidak terkandung materiil muatan tentang Omnibus Law bahkan setelah dilakukan 

pembaharuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019.47 Namun, hubungan di antara UU P3 sebagai 

landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan Omnibus Law sebagai 

terobosan bukan berarti tidak ada secara mutlak.  

Mengingat Omnibus Law nantinya merupakan suatu landasan hukum juga bagi 

permasalahan-permasalahan sektoral di Indonesia, maka dalam menghadirkannya harus patuh 

terhadap UU P3 baik dari teknis pembentukan hingga mekanisme perumusannya. Mekanisme 

perumusannya termasuk juga dengan sikap tidak mengabaikan beberapa asas yang sudah menjadi 

ketentuannya seperti halnya asas partisipatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Statement itu 

dilandasi akan kekhawatiran undang-undang yang berkekuatan hukum dan secara sah diberlakukan 

sehingga di dalamnya dapat menjerat warga negara dengan ketentuan pidananya berarti sama saja 

bertindak selayaknya undang-undang yang memiliki legalitas dan sekaligus legitimasi di tengah 

masyarakat.  

 
45 Arif Maulana dalam Jumpa Pers di Jakarta, Rabu, Januari 8, 2020. 

46 Berita Hukum Online, “Menkopolhukam: Omnibus Law Butuh Revisi UU Pembentukan Peraturan”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcbd9a089d87/menkopolhukam--omnibus-law-butuh-revisi-uu-

pembentukan-peraturan/, Diakses tanggal Februari 16, 2020, Pukul. 20.43. 

 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcbd9a089d87/menkopolhukam--omnibus-law-butuh-revisi-uu-pembentukan-peraturan/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcbd9a089d87/menkopolhukam--omnibus-law-butuh-revisi-uu-pembentukan-peraturan/
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 Kepatuhan terhadap UU P3 harus menjadi prioritas karena jika diabaikan, akan menimbulkan 

beberapa masalah di antaranya sebagai berikut, 

1. Jika Omnibus Law tidak patuh terhadap UU P3 maka akan ada kemungkinan Omnibus 

Law tidak memiliki legitimasi di masyarakat walaupun pemerintah secara sepihak 

memaksakan legalitas terhadapnya. 

2. Jika Omnibus Law tidak menaati ketentuan dalam UU P3 maka akan berisiko terjadi 

distorsi hukum karena landasan yang dibangun sejak tahun 2011 itu eksistensinya dirusak 

oleh pemerintah yang sedang mengemban tampuk pemerintahan saat ini. 

3. Jika Omnibus Law dihadirkan dengan cara dipaksakan dan tidak menghiraukan teknis 

keteraturan undang-undang yang sudah ditentukan dalam UU P3, maka akan berujung 

tidak adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang selama ini dicita-citakan setiap 

negara hukum. 

 

Kesimpulannya adalah bahwa UU P3 tidak memberikan landasan dikarenakan Omnibus Law 

merupakan suatu hal yang baru sekaligus tantangan yang besar, maka dari itu dalam 

menghadirkannya harus penuh dengan kehati-hatian.  
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